BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Royalti merupakan bagian dari hak cipta yang merupakan hak ekonomi,
sehingga UU Hak Cipta juga mengatur mengenai royalti. Namun,
Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa royalti dapat
dijadikan harta bersama. UU Hak Cipta hanya mengatur bahwa hak cipta dapat
dialihkan melalui warisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Hal ini mengakibatkan para
penegak hukum harus menafsirkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang relevan.
Jika melihat kepada royalti hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak
berwujud dan termasuk dalam klasifikasi benda dalam harta bersama, maka
royalti dapat dijadikan sebagai objek harta bersama. Selain itu, royalti hak cipta
memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat sebagai kekayaan dalam rumah
tangga sehingga menjadi harta bersama yang dimiliki oleh suami istri. Peraturan
di Indonesia yang mengatur mengenai harta bersama terdapat dalam
Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, dan KHI. Ketiga peraturan tersebut
mengakui adanya harta bersama sebagai harta benda yang dimiliki oleh suami dan
istri sepanjang perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, royalti hak cipta yang
didapatkan selama perkawinan berlangsung juga dapat dijadikan sebagai harta
bersama.

Jika Royalti dapat dijadikan sebagai harta bersama, maka harus dilakukan
pembagian yang adil kepada kedua belah pihak. Undang-Undang Perkawinan
menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama
diatur oleh hukumnya masing-masing. Bagi kedua belah pihak yang beragama
Islam, pembagian harta bersama dapat mengikuti ketentuan dalam KHI, yang
menyatakan bahwa masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama,
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sementara itu, bagi para
pihak yang beragama selain agama Islam, maka hukum yang dapat diaplikasikan

dalam pembagian harta bersama adalah KUHPerdata. KUHPerdata menyatakan
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bahwa jika tali perkawinan putus antara suami dan istri, maka harta bersama
dibagi dua tanpa memperhatikan asal barang-barang kekayaan sebelumnya.
Namun, dalam penerapannya, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan
mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses
peradilan mengenai peran dan kontribusi dari masing-masing pihak, sehingga
hakim tidak harus memutuskan bahwa masing-masing pihak mendapatkan secara

sama rata.

5.2 Saran

Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum secara eksplisit
maupun secara jelas menyatakan bahwa royalti hak cipta dapat dijadikan sebagai
harta bersama, sehingga harus dilakukan penafsiran hukum. Hal ini dapat
menyebabkan kerancuan dalam menafsirkan hukum. Oleh sebab itu, harmonisasi
antara materi muatan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang
Hak Cipta sangat penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan kerancuan dan

disharmoni hukum.
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